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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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4.1 Hasil Penelitian
Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan
Segera sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diumumkan, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri. Uang tersebut, bagi pemerintah tidak sekedar sebagai alat pembayaran semata-mata, tetapi juga berfungsi sebagai lambang utama suatu negara merdeka, serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum.
Pada saat itu, pada awal pemerintahan Republik Indonesia keadaan ekonomi moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada kenyataan beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang diperkirakan berjumlah 4 milyar. Untuk menggantikan peranan uang asing tersebut, dibutuhkan mata uang sendiri sebagai alat pembayaran dan digunakan oleh rakyat Indonesia dari masa ke masa sebagai alat pertukaran, pembayaran dan sebagai alat pemuas kebutuhan yang sah.
Maka pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia merdeka menyatakan hari tersebut adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia sebagai tanggal beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Sungguhpun masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima dengan bangga di seluruh wilayah Republik Indonesia dan telah ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah di segenap kubu patriot pembela tanah air. Pada waktu suasana di Jakarta genting maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.
Pencetak Uang
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia disingkat Perum Peruri yang berdiri sejak 15 September 1971 dikenal sebagai perusahaan pencetak mata uang Republik Indonesia. Perusahaan ini penjelmaan dari dua buah perusahaan Negara, yaitu Percetakan Kebayoran (P.N. Perkeba) dan P.N. Arta Yasa.
P.N. Perkeba adalah perusahaan percetakan uang kertas yang didirikan pada tanggal 17 April 1952, sedangkan P.N. Arta Yasa adalah perusahaan percetakan uang logam yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1953.
Pada Mei 1946, waktu suasana di Jakarta genting maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.
Gedung Kuno Itu 
Gedung kuno itu bernama "Gedung Departemen Keuangan". Setiap perayaan Hari Keuangan selalu disaksikan oleh gedung bisu, angker, dan tampak berwibawa tersebut.
Gedung dengan dua pintu gerbang raksasa ini dibangun pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1809 dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Du Bus tahun 1828. Bayangkan pembangunannya yang memakan waktu 29 tahun.
Pada masa Daendels bercokol di bulan Maret 1809, yakni setahun setelah beliau menjual tanah Weltevreden, pemerintah Belanda memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan letaknya dengan Lapangan Parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng).
Pembangunannya diserahkan kepada Letnan Kolonel J.C. Schultze, perwira ini pernah berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di Batavia.
Walaupun keadaan keuangan pemerintah Balanda pada waktu itu mengalami krisis namun rencana tersebut tetap dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena pemerintah Belanda pada waktu itu sudah mempunyai rencana. Yakni apabila gedung ini kelak sudah jadi maka akan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal sendiri. Sedangkan bangunan-bangunan lainnya akan dipergunakan sebagai kantor-kantor pemerintah pusat, sebab hingga waktu itu pemerintah pusat belum dapat memisahkan kantor-kantor bagiannya dari ruang induknya.
Pada waktu itu gedung ini juga dimanfaatkan untuk tempat penginapan para tamu pembesar-pembesar pemerintah Belanda, sehingga perlu dilengkapi dengan kandang-kandang kuda yang fungsinya seperti tempat parkir mobil di masa sekarang. Hal ini dimaksudkan karena pada waktu itu kuda merupakan salah satu alat pengangkutan penting bagi kegiatan masyarakat sehari-hari.
Untuk menyelesaikan pembangunan ini pemerintah Belanda mengambil bahan-bahan bekas bangunan-bangunan dalam Kastil Batavia.
Ketika bangunan-bangunan induk baru selesai sebagian, sedangkan bangunan sayap kiri dan kanan baru setengah jadi, masa jabatan Gubernur Daendels habis. Penggantinya, Gubernur Jansen bukanlah gubernur yang menaruh perhatian terhadap pembangunan gedung, karena terbukti selama ia berkuasa bangunan ini tetap tinggal terlantar tidak sempurna.
Lain ketika Gubernur Jenderal Du Bus yang berkuasa pada tahun 1826. Gedung ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan tenaga Ir. Tromp. Ini pun disebabkan karena gedung akan dipergunakan bagi kepentingan kantor-kantor pemerintah Belanda di Indonesia.
Bangunan bersejarah ini akhirnya selesai dalam tahun 1828 yang diresmikan oleh Gubernur Du Bus. Ini dapat disaksikan dan dibuktikan pada batu peringatan yang bertuliskan:
MDCCCIX
CONDIDIT DAENDELS
MDCCCXXVIII
EREXIT DU BUS
Prasasti ini tercantum di sebelah kiri pintu gerbang kanan Gedung Departemen Keuangan Lama. Batu tersebut merupakan batu terakhir pembangunan Gedung Departemen Keuangan.
Setahun kemudian setelah selesainya bangunan gedung ini, dibelakang gedung ini ditanami berbagai macam tanaman-tanaman hias sebagai kebun-kebun botani, tetapi sangat disayangkan tanaman-tanaman yang indah itu akhirnya mati tiada bekas.
Dalam tahun 1835 dibagian ruangan bawah gedung ini pernah juga dipakai sebagai Kantor Pos dan juga Percetakan Negara, sedangkan pada bagian lain dipakai oleh Hoogerechtchef dan Algemene Secretarie.
Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1848 gedung ini secara resmi dipakai Departemen Van Justitie (kehakiman) dan akhirnya gedung ini sekarang merupakan tempat di mana masalah-masalah Keuangan Negara diolah dan digarap. Tempat ini lalu dikenal sebagai Gedung Induk Departemen Keuangan.
Dewasa ini bagian bawah gedung lama yang tadinya bekas tempat tahanan-tahanan di zaman Daendels, digunakan menjadi kantor Biro Umum Departemen Keuangan. Sedangkan pada pusat dokumentasi/kepustakaan Departemen Keuangan tersimpan buku-buku antara lain:
Staatblad Verenigde Nederlanden, Voor de Jare, 1813; Almanak Van Nederlandsch Indie (Reg. Almanak), ‘s Lands drukkery Batavia, 1817; Gedenkbock der Samarang - Joana, Stoomtran Maatschappij, 1907; Het Moderne Geldwezeen door, S. Korteweg,ec. Drs,1952; Het Belastingrecht deel III, Door Prof. Dr. P.J.A. Adriani, 1955.
Masa Perang Dunia II
Ketika pecah Perang Dunia II kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda pada waktu itu sangat sulit karena Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia terpaksa berdiri sendiri berhubung hampir tidak ada hubungannya dengan Pemerintah pelariannya di Inggris.
Ini disebabkan karena terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan bala tentara Jerman. Namun demikian sikap pemerintah Belanda terhadap Indonesia tidak berubah. Terbukti ketika di dalam "Dewan Rakyat" diajukan suatu mosi yang mengusulkan perubahan-perubahan ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda menunggu keputusan Parlemen Belanda yang sementara telah bubar karena penyerbuan tentara Jerman.
Pada awal tahun 1941 Fraksi Nasional Indonesia mengusulkan kerja sama dengan Belanda di atas dasar "Indonesia Merdeka". Pemerintah Hindia Belanda menolak semua usul dari pihak Indonesia, menolak juga diadakannya milisi untuk bangsa Indonesia, meskipun pada waktu itu jelaslah sudah, bahwa Indonesia tidak dapat dipertahankan oleh orang-orang Belanda sendiri.
Akhirnya sebelum Perang Dunia II berakhir Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 bertekuk lutut dibawah telapak kaki pimpinan-pimpinan balatentara Jepang.
Sejak detik itulah Jepang menguasai Indonesia dan dijadikannya Indonesia sebagai daerah jajahannya di Asia. Mulai saat itu hubungan dengan negara-negara lain terputus, kecuali dengan negara Jepang itu sendiri.
Selama penjajahannya di Indonesia segala kegiatan pemerintah Jepang di Indonesia dipusatkan di Jakarta. Sejak itu untuk melaksanakan kegiatan keuangan sehari-hari Gedung Lama Departemen Keuangan masih merupakan tempatnya. Ini kiranya disebabkan karena pemerintah Jepang tidak mau bersusah payah memindahkan pusat kegiatan keuangan ditempat yang lain. Jadi Gedung Departemen Keuangan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia juga digunakan sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan.


Masa Sekarang  
Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kota Jakarta menjadi pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan tersebut Gedung Departemen Keuangan lama ini juga masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari.
Di sebelah kiri gedung lama Departemen Keuangan, yang dahulu bekas tempat Gedung Volksraad (Dewan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda ) kemudian sebagai gedung DPR pada awal masa kemerdekaan kini menjadi Gedung Utama Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Pada Gedung inilah Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia menjalankan tugasnya sehari-hari mengatur kegiatan keuangan Republik Indonesia.
4.1.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, struktur organisasi Departemen Keuangan RI adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 sedangkan uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dinarasikan sebagai berikut:
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Tugas	Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.


Fungsi	•	Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
 	•	Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
 	•	Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 	•	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
 	•	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Sekretariat Jenderal
Tugas	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Koordinasi kegiatan Departemen Keuangan;
 	•	Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
 	•	Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
 	•	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Direktorat Jenderal Anggaran 
Tugas	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
 	•	Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tugas	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 	•	Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Pajak
Tugas	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
 	•	Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tugas	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
 	•	Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Tugas	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang pengelolaan utang;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
 	•	Pnyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan utang;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
Tugas	Membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
 	•	Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
 	•	Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
 	•	Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
 	•	Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 	•	Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
 	•	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 	•	Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
 	•	Pelaksanaan tata usaha Badan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tugas	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 	•	Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tugas	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
 	•	Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
 	•	Penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
 	•	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
 	•	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Inspektorat Jenderal 
Tugas	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
 	•	Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
 	•	Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
 	•	Penyusunan laporan hasil pengawasan.
Badan Kebijakan Fiskal
Tugas	Melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
 	•	Perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah; 
 	•	Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
 	•	Analisis atas usulan rumusan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
 	•	Analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko fiskal;
 	•	Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
 	•	Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
 	•	Pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan;
 	•	Penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
 	•	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
 	•	Pengelolaan data dan statistik;
 	•	Koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
 	•	Pelaksanaan administrasi Badan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Tugas	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;;
 	•	Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
 	•	Penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
 	•	Pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
 	•	Koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.
 	•	Pelaksanaan administratif Badan.
Staf Ahli Menteri
Tugas	Memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara, pengeluaran negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri.
Fungsi	•	Pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara, pengeluaran negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;
 	•	Penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf;
 	•	Pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri;
 	•	Pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.



Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Tugas	Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi keuangan;
 	•	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Departemen;
 	•	Pertukaran, integrasi, dan pengolahan data serta pengelolaan bank data Departemen;
 	•	Pengadministrasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen;
 	•	Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan
Tugas	Melaksanakan analisis dan harmonisasi serta mensinergikan kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Fungsi	•	Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang penerimaan dan pembiayaan negara;
 	•	Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara, akuntansi pemerintah, kekayaan negara, dan jasa keuangan;
 	•	Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang lembaga internasional, sumber daya aparatur, dan pengawasan;
 	•	Pelaksanaan urusan tata usaha dan pengolahan data Pusat.
Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai
Tugas	Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai;
 	•	Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik;
 	•	Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.
Pusat Investasi Pemerintah
Tugas	Melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	•	Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi; 
 	•	Penyusunan rencana strategis bisnis;
 	•	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
 	•	Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat; 
 	•	Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
 	•	Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah;
 	•	Pelaksanaan urusan umum;
4.1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan
Visi 	: 	
"Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi".


Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :
(i) Misi di Bidang Fiskal 
Mengembangkan kebijakan fiskal yan sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggungjawab, dan transparan.
(ii) Misi di Bidang Ekonomi 
Mengatasi masalah-masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
(iii) Misi di Bidang Politik 
Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.
(iv) Misi di Bidang Sosial Budaya 
Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.
(v) Misi di Bidang Kelembagaan 
Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.


4.1.2 Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
Penelitian pada Departemen Keuangan RI dilakukan dengan mengambil data laporan mengenai Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara RI yang wajib diterbitkan setiap tahunnya, maksimal 6(enam) bulan setelah berakhirnya periode tahun buku. 
Berikut ini data realisasi alokasi Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI, disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
Periode Tahun 2004  – 2008
(dlm miliar rupiah)
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Sumber: Depkeu RI. www.depkeu.go.id

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai  berikut:
1. Pada tahun 2004 diketahui angka realisasi belanja operasional Pemerintah Pusat RI adalah sebesar Rp 263 M.
2. Pada tahun 2005, diketahui besar realisasi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial secara berturut-turut adalah bernilai Rp 54,3M, Rp 29,2M, Rp 65,2M, Rp120,8M, Rp 0, Rp 24,9M sehingga didapatkan angka total belanja operasional adalah Rp 294,4M
3. Pada tahun 2006, diketahui besar realisasi pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial secara berturut-turut adalah bernilai Rp 73,3M, Rp 47,2M, Rp 79,1M, Rp107,4M, Rp 0, Rp 40,7M sehingga didapatkan angka total belanja operasional adalah Rp 294,4M
4. Pada tahun 2007, diketahui besar realisasi pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial secara berturut-turut adalah bernilai Rp 90,4M, Rp 54,5M, Rp 79,8M, Rp 150,2M, Rp 0, Rp 49,8M sehingga didapatkan angka total belanja operasional adalah Rp424,7M
5. Pada tahun 2008, diketahui besar belanja pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial secara berturut-turut adalah bernilai Rp 123,5M, Rp 67,5M, Rp 97,0M, Rp327,8M, Rp 0, Rp 59,7M sehingga didapatkan angka total belanja operasional adalah Rp 675,5M
4.1.3 Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Belanja modal Pemerintah Pusat dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Berikut  disajikan dalam Tabel 4.2 jumlah alokasi belanja modal Pemerintah Pusat RI tahun anggaran 2004 – 2008.


Tabel 4.2
Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Periode Tahun 2005 – 2008
(dlm miliar rupiah)
	No
	Tahun
	Belanja Modal

	1
	2004
	(APBN)
	39,7

	2
	2005
	(real)
	32,9

	3
	2006
	(real)
	55

	4
	2007
	(real)
	64,3

	5
	2008
	(p.real)
	79,1


Sumber: Depkeu RI. www.depkeu.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal Pemerintah Pusat RI adalah sebagai berikut:
1. Pada tahun 2004 diketahui jumlah alokasi belanja modal Pemerintah Pusat RI adalah sebesar Rp 39,7M.
2. Pada tahun 2005, jumlah alokasi belanja modal menurun sebesar Rp 6,8M dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp32,9M.
3. Pada tahun 2006, jumlah alokasi belanja modal meningkat sebesar Rp22,1M dari tahun sebelumnya menjadi Rp 55M.
4. Pada tahun 2007, jumlah alokasi belanja modal meningkat sebesar Rp 9,3M dari tahun sebelumnya menjadi Rp64,3M.
5. Pada tahun 2008, jumlah alokasi belanja modal meningkat Rp14,8M menjadi Rp79,1M.


4.2 Pembahasan
4.2.1 Analisis Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
Belanja operasional merupakan belanja rutin yang tidak mungkin bisa dielakkan oleh pemerintah pusat apalagi untuk dihilangkan keberadaannya. Dikatakan demikian memang secara logisnya bagaimana mungkin seseorang mampu memperdulikan orang lain lebih tanpa ia harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar hidupnya.  Jika seseorang butuh makan dan minum untuk dapat hidup maka organisasi pemerintah pun memiliki kebutuhan dasar  untuk dapat menjalankan fungsinya. Kebutuhan dasar organisasi tersebut terangkum didalam belanja ini dimana yang termasuk didalamnya adalah belanja pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.  Data belanja modal Analisis Belanja Pemerintah Operasional Pemerintah Pusat RI diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara periode 2004 – 2007, sedang untuk data tahun 2008 diperoleh dari laporan perkiraan realisasinya.
Berikut ini disajikan dalam Tabel 4.3 perhitungan perubahan belanja operasional pemerintah pusat RI periode 2004 – 2008.
Tabel 4.3
Analisis Perubahan Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
Periode Tahun 2005 – 2008
(dlm miliar rupiah)
	No
	Tahun
	Total Belanja Operasional
	Perubahan BO
	%

	1
	2004
	(real)
	236
	-
	-

	2
	2005
	(real)
	294,4
	58,4
	19,83696

	3
	2006
	(real)
	347,7
	53,3
	15,32931

	4
	2007
	(real)
	424,7
	77
	18,13045

	5
	2008
	(p.real)
	675,5
	250,8
	37,12805


Sumber: Depkeu RI. www.depkeu.go.id
Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan belanja operasional Pemerintah Pusat RI diatas maka terlihat bahwa: 
1. Pada tahun 2004 yang merupakan awal tahun laporan realisasi diambil dalam penelian ini dengan kedudukan alokasi belanja operasional pemerintah pusat RI adalah sebanyak Rp236M.
2. Pada tahun 2005, total alokasi belanja operasional meningkat sebesar Rp58,4M atau sebanyak 19,83% dari nilainya sekarang.
3. Pada tahun 2006, total alokasi belanja operasional meningkat sebesar Rp53,3M atau sebanyak 15,3% dari nilainya sekarang.
4. Pada tahun 2007, total alokasi belanja operasional meningkat sebesar Rp77M atau sebanyak 18,13% dari nilainya sekarang.
5. Pada tahun 2008, total alokasi belanja operasional meningkat sebesar Rp.250,8M atau sebanyak 37,13% dari nilainya sekarang.
Alokasi belanja operasional pemerintah pusat RI selama 5 periode tahun tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik Gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Grafik Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI 
Periode Tahun 2004 – 2008

Terlihat dari garis grafik diatas dapat terlihat bahwa pergerakan belanja operasional  tidak pernah turun di antara tahun yang satu dibanding sebelumnya, justru cenderung bergerak naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Ini mengartikan bahwa besarnya alokasi belanja operasional pada pemerintah pusat RI cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahunnya.
4.2.2 Analisis Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Belanja modal merupakan kategori belanja yang sering kali di identikkan dengan proses pembangunan infrastruktur yang nyata. Bahkan didalam NK RAPBN dikatakan bahwa belanja ini memiliki dampak multipy manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan saudaranya belanja operasional. 
Berikut ini disajikan dalam Tabel 4.4 pergerakan alokasi belanja modal selama 5 periode terakhir ini:
Tabel 4.4
Analisis Perubahan Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Periode Tahun 2005 – 2008
(dlm miliar rupiah)
	No
	Tahun
	Belanja Modal
	Kenaikan/ penurunan
	%

	1
	2004
	(APBN)
	39,7
	-
	-

	2
	2005
	(real)
	32,9
	-6,8
	-20,668693

	3
	2006
	(real)
	55
	22,1
	40,1818182

	4
	2007
	(real)
	64,3
	9,3
	14,4634526

	5
	2008
	(p.real)
	79,1
	14,8
	18,710493


Sumber: Depkeu RI. www.depkeu.go.id
Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan pergerakan data belanja modal pemerintah pusat RI di atas maka terlihat bahwa:
1. Pada tahun 2004 yang merupakan tahun awal pengambilan data dalam penelitian ini terlihat besarnya alokasi atas belanja modal adalah sebesar Rp39,7M.
2. Pada tahun 2005, angka realisasi belanja modal pemerintah pusat RI menurun sebesar Rp6,8M dari alokasi tahun sebelumnya atau sebanyak 20% dari nilainya sekarang.
3. Pada tahun 2006, angka realisasi belanja modal pemerintah pusat RI meningkat sebesar Rp 22,1 M dari alokasi tahun sebelumnya atau sebanyak 40%
4. Pada tahun 2007, angka realisasi belanja modal pemerintah pusat RI meningkat sebesar Rp 9,3 M dari alokasi tahun sebelumnya atau sebanyak 14,5%
5. Pada tahun 2008, angka realisasi belanja modal pemerintah pusat RI meningkat sebesar Rp14,8 dari alokasi tahun sebelumnya atau sebanyak 18,7%
Alokasi belanja operasional pemerintah pusat RI selama 5 periode tahun tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Grafik Belanja Modal Pemerintah Pusat RI 
Periode Tahun 2004 – 2008

Terlihat dari garis grafik diatas dapat terlihat bahwa pergelakan belanja modal tidak selalu naik. pernah turun di antara tahun yang satu dibanding sebelumnya, justru cenderung bergerak naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Ini mengartikan bahwa besarnya alokasi belanja operasional pada pemerintah pusat RI cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahunnya.
4.2.3 Pengaruh Belanja Operasional terhadap Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Melalui informasi data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang rutin dikeluarkan Depkeu RI tiap tahunnya, diketahui angka alokasi belanja operasional dan belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Pusat RI  selama periode tahun anggaran 2004 – 2008 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.5
Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
Periode Tahun 2005 – 2008
(dlm miliar rupiah)
	No
	Tahun
	Belanja Operasional
	Belanja Modal

	1
	2004
	(real;apbn)
	236
	39,7

	2
	2005
	(real)
	294,4
	32,9

	3
	2006
	(real)
	347,7
	55

	4
	2007
	(real)
	424,7
	64,3

	5
	2008
	(p.real)
	675,5
	79,1


Sumber: Depkeu RI. www.depkeu.go.id, diolah kembali (lihat Lampiran 7–11)
Sesuai tujuan utama penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh belanja operasional terhadap belanja modal, selanjutnya peneliti dengan bantuan metode statistika akan menganalisisnya dengan tahapan: 1)Analisis Reresi Linear Sederhana; 2)Koefisien Korelasi Pearson Product Moment; 3)Koefisien Determinasi.
Untuk mempermudah proses perhitungan statistik manual, dibuatkan tabel penolong terlebih dahulu sebagai berikut:
Tabel 4.6
Tabel Penolong Analisis
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4.2.3.1 Analisis Data
A. Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi linear sederhana adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), selain itu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji generalisasi (signifikansi hasil penelitan). 
Adapun persamaan matematis yang mempunyai persamaan hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut ini:
 (
Sumber: 
 
Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto
, 
(2007
:
97)
)

Untuk dapat membuat persamaan matematis tersebut maka terlebih dahulu harus dicari masing-masing nilai koefisien a dan b dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
	

 ;  dan


 (
Sumber: 
 
Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto
, 
(2007
:
97)
)
Dimana:
	=	Angka realisasi alokasi Belanja Modal Pemerintah Pusat RI yang diprediksikan
	=	Angka realisasi alokasi Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI
	=	Angka realisasi alokasi Belanja Modal Pemerintah Pusat RI
a	=	Angka realisasi alokasi Belanja Modal Pemerintah Pusat RI bila Angka realisasi alokasi Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI=0 (harga konstan)
b	=	Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan angka realisasi alokasi Belanja Modal Pemerintah Pusat RI yang didasarkan pada angka realisasi alokasi Belanja Operasional Pemerintah Pusat RI. Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan
n	=	Ukuran sampel atau jumlah sampel data
Perhitungan nilai koefisien a dan b untuk kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7
Perhitungan Nilai Koefisien a dan b 
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana
	Perhitungan Nilai Koefisien b
	Perhitungan Nilai Koefisien a

	









  
Nilai koefisien b dibulatkan menjadi 0,100
	







 

Nilai koefisien a dibulatkan menjadi 14,718





Berikut adalah  hasil output nilai koefisien a dan b dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 12.0 for windows:
Tabel 4.8
Koefisien a dan b Hasil Olah Data SPSS 12.0 for windows
[image: ]

Sesuai perhitungan di atas baik secara manual ataupun penggunaan program SPSS 12.0 for windows diperoleh nilai angka untuk koefisien a dan b masing-masing adalah sebagai berikut 
Tabel 4.9
Nilai Koefisien a dan b 
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana Penelitian
	Nilai Koefisien a dan b

	




Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu  pada bentuk persamaan umum regresi linear sederhana  , maka persamaan garis regresi linear sederhana untuk kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana Penelitian
	


Dari model persamaan regresi tersebut dapat dijabarkan bahwa nilai b sebesar 0,100 artinya setiap kenaikan satu satuan nilai realisasi alokasi belanja operasional akan diikuti dengan kenaikan nilai realisasi alokasi belanja modal sebesar 0,100 (berlaku pula sebaliknya) dan nilai realisasi alokasi belanja modal adalah 14,718 bila nilai realisasi alokasi belanja operasioanal adalah nol (X=0).
B. Koefisien Korelasi Pearson Product Moment
Untuk mengetahui hubungan variabel bebas (belanja operasional) dan variabel terikat (belanja modal) digunakan analisis korelasi pearson product moment (dinyatakan dengan “r”), dapat dicari dengan menggunakan rumus persamaan berikut:
	


 (
Sumber: 
Metode Riset Akuntansi Terapan, Husein Umar 
, (
2003:78)
)
Di mana:
X	=	Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
Y	=	Subjek pada variabel dependen yang mempunyai nilai tertentu
n	=	Ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel

Perhitungan nilai koefisien korelasi ppm belanja operasional dan belanja modal dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11
Perhitungan Nilai Koefisien Korelasi PPM Penelitian 
	
















Sedangkan koefisien korelasi ppm yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS versi 12.0 for windows disajikan dalam Tabel 4.12 berikut ini:
Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Pearson Product Moment 
Hasil Olah Data SPSS 12.0 for windows
[image: ]

Dari perhitungan tersebut, diperoleh  antara variabel belanja operasional pemerintah pusat RI sebagai variabel independen (X) dan variabel belanja modal pemerintah pusat RI sebagai variabel dependen (Y) artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat berdasarkan kriteria koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Riduwan dan Sunarto (2007). 
Adapun perolehan angka koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara belanja operasional dan belanja modal adalah searah, artinya jika belanja operasional besar maka belanja modal besar pula, berlaku juga sebaliknya, yakni jika belanja operasional kecil maka belanja modal akan menjadi kecil. 
Keberadaan koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah sejalan dengan harapan ketercapaian tujuan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat RI atas realisasi alokasi belanja modal melalui langkah penyesuaian belanja operasional sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”.


C. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja operasional terhadap belanja modal yang dialokasikan pemerintah pusat RI dapat dilihat dengan menghitung “Koefisien Determinasi” dengan rumus :
 (
Sumber: 
 
Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto
, 
(2007
:
81)
) (
KD = r
2 
x 100%
)
Dimana:
	=	Nilai Koefisien Determinasi 
	=	Nilai Koefisien Korelasi Pearson Product Moment	
Perhitungan nilai koefisien determinasi atau besaran pengaruh belanja operasional terhadap belanja modal dalam kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13
Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi Penelitian 
 (
KD
=
r
2
.100%
KD
=
0,917398
2
.100%
KD
=
0,84161923 .100% 
KD
=
84,161923 %  
Nilai koefisien determinasi (KD) 
dibulatkan menjadi 84,2%
)


Hasil koefisien determinasi berdasarkan olahan data penelitian menggunakan SPSS versi 12.0 for windows disajikan dalam abel 4.14 berikut ini:
Tabel 4.14
Koefisien Determinasi 
Hasil Olah Data SPSS 12.0 for windows
[image: ]
Berdasarkan hasil perhitungan diatas baik secara manual penggunaan program SPSS versi 12.0 for windows diperoleh angka koefisien determinasi (KD) belanja operasional atas belanja modal adalah 0,842 atau sama dengan 84,2% yang berarti bahwa belanja operasional berpengaruh sebesar 84,2% terhadap belanja modal, sedangkan sisanya 15,8% (100%-84,2%) dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti diantaranya adalah besarnya pendapatan atau penerimaan negara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam kebijakan anggaran fiskal sebagaimana diungkapkan oleh Sadono Sukirno (2004) dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar”.  
Kepemilikan determinasi belanja operasional atas belanja modal ini secara tidak langsung mendukung keberadaan pilihan alternatif kebijakan peningkatan realisasi alokasi belanja modal oleh Pemerintah Pusat RI melalui penyesuaian alokasi belanja operasionalnya sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”. 
Berikut pola pikir yang menyatakan besarnya prosentase belanja operasional yang berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah pusat RI:
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Gambar 4.3
Paradigma Penelitian




4.2.3.2 Pengujian Hipotesis
Untuk menguji generalisasi (signifikansi hasil penelitian) dalam penelitian ini, sejalan dengan analisis statistik sebelumnya maka uji hipotesis yang akan dilakukan adalah uji kelayakan persamaan garis regresi linear sederhana (Uji-F Anova) dan uji koefisien korelasi (Uji-t Student).
A. Uji Kelayakan Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana (Uji-F Anova)
1) Menetapkan Hipotesis
Hipotesis Penelitian
H0 	:	Persamaan regresi tidak sahih (tidak layak) digunakan untuk estimasi; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel realisasi alokasi Belanja Operasional dan variabel realisasi alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI.
H1 	:	Persamaan regresi sahih (layak) digunakan untuk estimasi; Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel realisasi alokasi Belanja Operasional dan variabel realisasi alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI.
Hipotesis Statistik
H0 	:	r = 0
H1 	:	r ≠ 0
2) Menghitung, Membuat, dan Mengartikan Persamaan Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan perhitungan dalam bagian sebelumnya telah didapat nilai koefisien a dan b untuk data kasus penelitian ini secara berturut-turut adalah 14,718 dan 0,100. 
Mengacu pada persamaan umum garis regresi linear sederhana , maka bentuk persamaan garis regresi linear sederhana untuk belanja modal atas belanja operasional sebagaimana dalam kasus penelitian ini adalah  yang mengartikan setiap kenaikan satu satuan nilai realisasi alokasi belanja operasional akan diikuti dengan kenaikan nilai realisasi alokasi belanja modal sebesar 0,100 (berlaku pula sebaliknya) dan nilai realisasi alokasi belanja modal adalah 14,718 bila nilai realisasi alokasi belanja operasioanal adalah nol (X=0).
3) Menghitung Koefisien Fhitung dan Mencari Nilai Signifikansi Ftabel
Teknik menghitung koefisien Fhitung dan mencari nilai Ftabel menggunakan rumus berikut:
Tabel 4.15
Rumus Menghitung Koefisien Fhitung dan Mencari Nilai Ftabel 
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana
	Menghitung Koefisien Fhitung
	Mencari Nilai Ftabel

	


Dimana:
	=	Jumlah sampel
	=	Jumlah variabel bebas
	=	Koefisien Korelasi Pearson Produk Moment


		

Dimana:
α	=	Toleransi kesalahan
m	=	Jumlah variabel bebas
n	=	Jumlah sampel

Petunjuk mencari nilai Ftabel dalam tabel distribusi F:
α : 0,05	=	Angka baris atas dalam kolom
m	=	dk pembilang
n-m-1	=	dk penyebut


	Sumber: Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto, (2007:110)



Berikut disajikan perhitungan Fhitung mencari nilai Ftabel untuk persamaan garis regresi linear sederhana penelitian ini:
Tabel 4.16
Perhitungan Koefisien Fhitung dan Mencari Nilai Ftabel 
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana Penelitian
	Perhitungan Koefisien Fhitung
	Mencari Nilai Ftabel

	





	






	Sumber: Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto, (2007:110)



Berikut adalah  hasil output nilai koefisien Fhitung dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 12.0 for windows:
Tabel 4.17
Koefisien Fhitung Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana Penelitian
Hasil Olah Data SPSS 12.0 for windows
[image: ]

Perolehan nilai koefisien F persamaan garis regresi linear sederhana penelitian baik Fhitung maupun Ftabel sesuai perhitungan secara manual ataupun penggunaan program SPSS 12.0 for windows sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:


Tabel 4.18
Nilai Koefisien Fhitung dan Ftabel
Persamaan Garis Regresi Linear Sederhana Penelitian
	Nilai Koefisien F

	Fhitung 	= 	15,942
Ftabel 	= 	10,13



4) Penarikan Keputusan atau Menguji Signifikansi 
Kaidah pengujian signifikansi F Anova sebagaimana diungkapkan oleh Riduwan dan Sunarto dalam bukunya  “Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis” adalah sebagai berikut:
“Kaidah pengujian signifikansi:
Jika 	Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak H0 artinya signifikan dan
	Fhitung ≤ Ftabel, maka terima H0 artinya tidak signifikan.”
(2007:101)

Pada hasil perhitungan sebelumnya diketahui perolehan nilai koefisien F persamaan garis regresi linear sederhana penelitian baik Fhitung maupun Ftabel adalah masing-masing berturut-turut adalah   dan . Berdasarkan hasil perbandingan antara keduanya ternyata Fhitung ≥ Ftabel () sesuai kaidah signifikansi yang diungkapkan  Riduwan dan Sunarto (2007) ini berarti hipotesis Ho ditolak (H1 diterima) sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan regresi  (dengan X realisasi alokasi belanja operasional dan  prediksi realisasi alokasi belanja modal)  adalah sahih atau layak digunakan untuk estimasi dan keberadaan pengaruh realisasi alokasi belanja operasional (X) terhadap realisasi alokasi belanja modal (Y) dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI adalah signifikan untuk dibenarkan atau diterima. 
Bentuk pengambilan keputusan diatas secara tidak langsung mendukung kebenaran pilihan alternatif kebijakan peningkatan realisasi alokasi belanja modal oleh Pemerintah Pusat RI melalui penyesuaian alokasi belanja operasionalnya sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”. 

B. Uji Koefisien Korelasi Pearson Product Moment (Uji-t Student)
1) Menetapkan Hipotesis
Hipotesis Penelitian
H0 	:	Tidak ada hubungan signifikan antara variabel realisasi alokasi Belanja Operasional dan variabel realisasi alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI.
H1 	:  	Ada hubungan signifikan antara variabel realisasi alokasi Belanja Operasional dan variabel realisasi alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI.
Hipotesis Statistik
H0 	:	r = 0
H1 	:	r ≠ 0


2) Menghitung dan Mengartikan  Angka “r” atau Koefisien Korelasi Pearson Product Moment
Berdasarkan perhitungan dalam bagian sebelumnya telah didapat nilai koefisien korelasi yang menggambarkan keeratan hubungan antara variabel belanja operasional pemerintah pusat RI sebagai variabel independen (X) dan variabel belanja modal pemerintah pusat RI sebagai variabel dependen (Y) adalah sebesar 0,917 (atau ), artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat berdasarkan kriteria koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Riduwan dan Sunarto (2007). Perolehan angka koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara belanja operasional dan belanja modal adalah searah, artinya jika belanja operasional besar maka belanja modal besar pula, berlaku juga sebaliknya, yakni jika belanja operasional kecil maka belanja modal akan menjadi kecil.
3) Menghitung Koefisien thitung dan Mencari Nilai Signifikansi ttabel
Teknik menghitung koefisien thitung dan mencari nilai ttabel menggunakan rumus berikut:
Tabel 4.19
Rumus Menghitung Koefisien thitung dan Mencari Nilai ttabel 
Koefisien Korelasi
	Menghitung Koefisien thitung
	Mencari Nilai ttabel

	


Dimana:
	=	Nilai uji t
r	=	Koefisien korelasi pearson product moment
n	=	Ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel
	 (
t
(α
;
dk
)
)	

Dimana:
α	=	Toleransi kesalahan
dk	=	Derajat kebebasan (n-2)
n	=	Jumlah sampel

Petunjuk mencari nilai ttabel dalam tabel distribusi t:
α : 0,05	=	Taraf signifikansi; pembilang
n-2	=	dk; penyebut


	Sumber: Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto, (2007:81)



Berikut disajikan perhitungan thitung mencari nilai ttabel untuk angka koefisien korelasi penelitian ini:
Tabel 4.20
Perhitungan Koefisien thitung dan Mencari Nilai ttabel 
Koefisien Korelasi Penelitian
	Perhitungan Koefisien thitung
	Mencari Nilai ttabel

	






	








	Sumber: Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis, Riduwan dan Sunarto, (2007:110)



4) Penarikan Keputusan atau Menguji Signifikansi 
Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis penelitian, Riduwan dan Sunarto dalam bukunya  “Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis” mengungkapkan kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis statistik sebagaimana dikutip berikut ini:
“Kaidah pengujian:
Jika 	t hitung ≥ t tabel, maka tolak H0 artinya signifikan dan
	t hitung ≤ t tabel, maka terima H0 artinya tidak signifikan.”
(2007:83)
Pada hasil perhitungan sebelumnya diketahui perolehan nilai koefisien t persamaan garis regresi linear sederhana penelitian baik thitung maupun ttabel masing-masing berturut-turut adalah 5,51303712 dan 3,182. Berdasarkan hasil perbandingan antara keduanya ternyata thitung ≥ ttabel () sesuai kaidah signifikansi yang diungkapkan  Riduwan dan Sunarto (2007) ini berarti hipotesis H0 ditolak (H1 diterima) dan mengartikan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel realisasi alokasi Belanja Operasional dan variabel realisasi alokasi Belanja Modal dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RI adalah signifikan untuk dibenarkan atau diterima.
Bentuk pengambilan keputusan diatas secara tidak langsung membenarkan adanya peluang pencapaian tujuan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat RI atas realisasi alokasi belanja modal melalui langkah penyesuaian belanja operasional sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”. 

4.2.3.3 Kesimpulan Analisis dan Uji Hipotesis
Keterbatasan penerimaan Negara  mengartikan pula keterbatasan dari ketersediaan dana untuk pembiayaan Negara dan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kebijakan proporsi alokasi pos-pos pengeluaran dalam anggaran belanja. Ketidakterbatasan kebutuhan bernegara yang diiringi keterbatasan dari alat pemenuhnya  mengharuskan pemerintah berpikir ekstra dalam menentukan kebijakan arah dan prioritas alokasi dalam pos belanja Negara. 
Dari begitu banyaknya pembiayaan Negara selanjutnya bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu belanja operasional dan belanja modal. 
Termasuk ke dalam kelompok belanja operasional adalah pengeluaran rutin Negara yang bersifat wajib (mengikat) dan memiliki masa manfaat yang singkat di bawah satu tahun dan umumnya hanya dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat atau terbatas pada kalangan tertentu saja (termasuk diantaranya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran utang bunga, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial), sementara yang termasuk ke dalam kelompok belanja modal adalah pengeluaran aktivitas Negara yang bersifat variabel (ada hanya pada saat terjadinya) dan umumnya dikeluarkan murni untuk kepuasan dan kepentingan publik (termasuk diantaranya pembangunan infrastruktur, jaringan, dan lain sebagainya) sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya batasan khusus dan memiliki jangka waktu masa manfaat yang jauh lebih lama ketimbang pengeluaran operasional. 
Begitu lebih berartinya pembelanjaan modal dibanding pembelanjaan operasional  di mata masyarakat (karena lebih bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat) mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya sibuk mengurusi kebutuhan dirinya saja (belanja operasional) namun juga harus lebih memikirkan keterpenuhan kebutuhan rakyat secara maksimal. Sadar akan hal itu, pemerintah pusat RI sebagaimana diungkapkan Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009” kini tengah mengupayakan peningkatan realisasi alokasi belanja modal melalui penyesuaian pada sisi alokasi belanja operasional. Ketidakterlepasan pemenuhan belanja operasional dari belaja modal dimungkinkan karena belanja operasional adalah jenis belanja yang sifatnya mengikat atau wajib, sehingga secara logis pemenuhannya akan lebih diutamakan dari pada pembelanjaan modal.
Persamaan regresi yang diturunkan dari hasil analisis data dalam bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:

dengan thitung sebesar 5,51303712, ttabel sebesar 3,182, Fhitung sebesar 15,94168, dan Ftabel sebesar 10,13. Sementara nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,917 (atau ), koefisien determinasi 84,2% (atau R-square = 84,2%), dan epsilon sebesar 15,8% (100%-84,2%).
Mengacu pada kaidah pengujian signifikansi yang dikemukakan oleh Riduwan dan Sunarto (2007), besarnya Fhitung yang lebih besar dari Ftabel 10,13, yakni 15,94168, bermakna bahwa perubahan dalam angka realisasi alokasi belanja operasional perpengaruh terhadap perubahan dalam angkas realisasi belanja modal pada derajat signifikasi 5% dan besarnya thitung yang lebih besar dari ttabel 3,182, yakni 5,51303712, bermakna bahwa keberadaan hubungan belanja modal dengan belanja operasional itu sendiri dapat diakui atau diterima pada derajat signifikasi 5% dengan harga korelasi ppm atau “r” sebesar 0,917 yang diartikan bahwa keeratan hubungan keduanya adalah sangat kuat.
Hasil ini menunjukkan bahwa besaran belanja operasional berpengaruh terhadap belanja modal (namun dengan asumsi tanpa memperhatikan proporsi alokasi di dalam  pos-pos belanja operasional itu sendiri seperti untuk belanja operasional, belanja barang, pembayaran utang bunga, pemberian subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, serta tanpa memandang proporsi alokasi belanja modal tersebut apakah pembelanjaan modal yang sifatnya padat karya ataukah pembelanjaan belanja modal yang sifatnya padat modal). Artinya, kenaikan sebesar satu satuan dalam realisasi alokasi belanja operasional akan mengakibatkan kenaikan dalam belanja modal sebesar 0,100 satuan, dan besar realisasi alokasi belanja modal adalah senilai 14,718 satuan jika angka realisasi belanja operasional adalah nol atau tidak ada. 
Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan belanja operasional merupakan penyebab utama kenaikan belanja modal (84,2%) dan kalaupun ada perubahan yang bersumber dari non-belanja modal (seperti besarnya pendapatan atau penerimaan negara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam kebijakan anggaran fiskal sebagaimana diungkapkan oleh Sadono Sukirno (2004) dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar” ataupun faktor lainnya lagi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini), maka perubahan tersebut tidak terlalu berarti (15,8%).
Hasil analisis ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif 1 (H1) didukung secara empiris dan menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara belanja operasional dan belanja modal adalah sangat kuat. Temuan ini sejalan dengan arah pemikiran kebijakan Pemerintah Pusat RI yang tengah mengupayakan kendali atas belanja modal melalui variabel belanja operasional, sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”.







Kesimpulan:
1) Hasil analisis ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif 1 (H1) didukung secara empiris, menunjukkan bahwa hubungan kausalitas antara belanja operasional dan belanja modal adalah sangat kuat (harga “r” sebesar 0,917; kriteria koefisien korelasi menurut Riduwan dan Sunarto:2007) serta memberikan pemahaman bahwa pembuatan keputusan pengalokasian belanja operasional berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Artinya, pemerintah pusat mengantisipasi konsekuensi kenaikan belanja operasional terhadap kenaikan belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan belanja operasional merupakan penyebab utama kenaikan belanja modal (84,2%) dan kalaupun ada perubahan yang bersumber dari non-belanja modal (seperti besarnya pendapatan atau penerimaan negara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam kebijakan anggaran fiskal sebagaimana diungkapkan oleh Sadono Sukirno (2004) dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar” ataupun faktor lainnya lagi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini), maka perubahan tersebut tidak terlalu berarti (15,8%). Temuan ini sejalan dengan arah pemikiran kebijakan Pemerintah Pusat RI yang tengah mengupayakan kendali atas belanja modal melalui variabel belanja operasional sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”. Adapun bentuk persamaan garis linear sederhana pengestimasian realisasi belanja modal (Y) atas belanja operasional (X) yang diturunkan dari hasil analisis data penelitian ini adalah . Hasil penelitian ini signifikan ditaraf toleransi kesalahan 5% 



Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja operasional tidak dikaitkan dengan apakah belanja operasional tersebut dimasukkan untuk membiayai belanja pewagai, belanja barang, membayar utang bunga, pemberian subsidi, pemberian hibah, ataupun untuk pemberian bantuan sosial. 
il ini memberikan pemahaman bahwa pembuatan keputusan pengalokasian belanja operasional berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Artinya, pemerintah pusat mengantisipasi konsekuensi kenaikan belanja operasional terhadap kenaikan belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan belanja operasional merupakan penyebab utama kenaikan belanja modal (84,2%) dan kalaupun ada perubahan yang bersumber dari non-belanja modal (seperti besarnya pendapatan atau penerimaan negara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam kebijakan anggaran fiskal sebagaimana diungkapkan oleh Sadono Sukirno (2004) dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar” ataupun faktor lainnya lagi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini), maka perubahan tersebut tidak terlalu berarti (15,8%).
Temuan ini sejalan dengan arah pemikiran kebijakan Pemerintah Pusat RI yang tengah mengupayakan kendali atas belanja modal melalui variabel belanja operasional, sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”. Belanja operasional adalah pengeluaran rutin yang bersifat wajib (mengikat) namun memiliki masa manfaat yang singkat di bawah satu tahun dan umumnya hanya dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat atau terbatas pada kalangan tertentu saja (misal: belanja pegawai dikeluarkan hanya untuk membiayai para pegawai pemerintah saja sehingga yang merasakan manfaatnya tersebut hanyalah siapa yang menjadi pegawai pemerintah tersebut), sementara belanja modal adalah pengeluaran aktivitas sehingga bersifat variabel (ada hanya pada saat terjadinya) namun umumnya dikeluarkan murni untuk kepuasan dan kepentingan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya batasan khusus dan memiliki jangka waktu masa manfaat yang jauh lebih lama ketimbang pengeluaran operasional (misal pembangunan infrastruktur jembatan penyeberangan antara pulau A dan B, maka yang akan menikmati manfaat dari keberadaan jembatan tersebut adalah siapa saja menggunakan jembatan tersebut tanpa memandang apakah dia adalah warga dari pulau A atau B atau justru warga dari pulau lain yang hanya sekedar lewat untuk transit saja). 


1) Persamaan regresi yang diturunkan dari hasil analisis data dalam bagian sebelumnya adalah  dengan thitung sebesar 5,51303712, ttabel sebesar 3,182, Fhitung sebesar 15,94168, dan Ftabel sebesar 10,13. Sementara nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,917 (atau ), koefisien determinasi 84,2% (atau R-square = 84,2%), dan epsilon sebesar 15,8% (100%-84,2%).
Mengacu pada kaidah pengujian signifikansi yang dikemukakan oleh Riduwan dan Sunarto (2007), besarnya Fhitung yang lebih besar dari Ftabel 10,13, yakni 15,94168, bermakna bahwa perubahan dalam angka realisasi alokasi belanja operasional perpengaruh terhadap perubahan dalam angka realisasi belanja modal pada derajat signifikasi 5% dan besarnya thitung yang lebih besar dari ttabel 3,182, yakni 5,51303712, bermakna bahwa keberadaan hubungan belanja modal dengan belanja operasional itu sendiri dapat diakui atau diterima pada derajat signifikasi 5% dengan harga korelasi ppm atau “r” sebesar 0,917 yang diartikan bahwa keeratan hubungan keduanya adalah sangat kuat.
Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan belanja operasional merupakan penyebab utama kenaikan belanja modal (84,2%) dan kalaupun ada perubahan yang bersumber dari non-belanja modal (seperti besarnya pendapatan atau penerimaan negara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam kebijakan anggaran fiskal sebagaimana diungkapkan oleh Sadono Sukirno (2004) dalam bukunya “Makroekonomi Teori Pengantar” ataupun faktor lainnya lagi yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini), maka perubahan tersebut tidak terlalu berarti (15,8%).
Hasil ini memberikan pemahaman bahwa pembuatan keputusan pengalokasian belanja operasional berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dan temuan ini sejalan dengan arah pemikiran kebijakan Pemerintah Pusat RI yang tengah mengupayakan kendali atas belanja modal melalui variabel belanja operasional, sebagaimana diungkapkan oleh Depkeu RI dalam “NK RAPBN 2009”.





Has 

SARAN
1) Meskipun memiliki arah hubungan yang searah, namun hasil ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa sejauh ini kebijakan pengalokasian belanja pemerintah pusat RI lebih condong kepada belanja operasional dari pada belanja modal dengan perbandingan jauh 9:1 (90%:10%). Dengan kata lain realisasi alokasi belanja modal belum tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang rill dilapangan, tetapi ketersediaan sisa dana setelah digunakan untuk membiayai belanja operasional. 
2) Korelasi antara belanja modal dengan belanja operasional harus mempertimbangkan adanya konsensus di antara para membuat keputusan anggaran tentang proporsi antara belanja modal dengan belanja operasional mengingat keduanya merupakan komponen belanja yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena peran dari tiap-tiap pos pengeluaran negara relatif tidak bisa disilangkan sebab padanya telah melekat fungsi-fungsi yang khas sebagai komponen struktur anggaran belanja. 



Belanja Operasional	2004 (real)	2005 (real)	2006 (real)	2007(real)	2008(p.real)	236	294.39999999999969	347.7	424.7	675.5	

Belanja Modal
Series 1	2004 (real)	2005 (real)	2006 (real)	2007 (real)	2008 (real)	39.700000000000003	32.9	55	64.3	79.099999999999994	
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